
 

Minutes of Meeting 

Rapat Multi Stakeholder Group (MSG) 

Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah 

Industri Ekstraktif 

Hari/Tanggal :  Selasa, 15 Agustus 2023 

Waktu :  09:00 s.d. 15:00 

Agenda :  Rapat MSG- Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan 

Daerah Industri Ekstraktif 

Tempat : Novotel Bandung 

  Jl. Cihampelas, No.23, Kec. Cicendo, Bandung, Jawa Barat 

Pimpinan Rapat  :   Bapak Agus Cahyono Adi (Kepala Pusdatin ESDM) 

 

1. Koordinasi MSG mengenai Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan 

Daerah Industri Ekstraktif dilaksanakan secara Hybrid pada tanggal 15 Agustus 2023 

berdasarkan undangan No. 161.Und/DI.02/SJN.D/2023. Koordinasi dilaksanakan dan 

dihadiri oleh Inspektur Jenderal KESDM, Inspektorat III, perwakilan dari Direktorat 

Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batubara, Perwakilan SKK Migas, perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, 

perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, perwakilan dari 

Direktorat Jenderal Anggaran, perwakilan dari BPS, perwakilan dari Kemenko 

Perekonomian, perwakilan dari Asosiasi, perwakilan dari MIND ID, serta perwakilan 

dari Publish What You Pay 

2. Tujuan Koordinasi MSG adalah:  

a. Memaparkan perkembangan pelaksanaan EITI Indonesia 

b. Memaparkan perkembangan Portal Data Industri Ekstraktif 



c. Menyepakati beberapa hal teknis terkait mekanisme validasi EITI Indonesia 

3. Pembahasan dalam pertemuan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Perkembangan Pelaksanaan EITI Indonesia 

2. Pelaksanaan Mainstreaming EITI Indonesia 

3. Perkembangan Portal Data Industri Ekstraktif 

4. Persiapan Validasi EITI Indonesia 

5. Pembahasan Teknis Lainnya 

 

4. Kesepakatan dan Tindak Lanjut: 

A. Kesepakatan mekanisme pelaporan EITI paska tersedianya Portal Data 

Ekstraktif 

1. Pasca Launching Portal EITI tahun ini, Forum MSG bersepakat untuk 

mengusulkan perubahan pelaporan EITI Indonesia melalaui publikasi data di 

Portal. Mekanisme baru ini akan coba diusulkan ke EITI International 

Secretariat untuk mendapatkan persetujuan. 

2. Data yang di-publish didalam portal data ekstraktif adalah data yang teraudit 

dan kesepakatan cutt off date (Year +8 bulan). 

B. Kesepakatan kebutuhan data disaggregate untuk data yang dapat 

ditampilkan pada Portal Data Ekstraktif 

1. Direktorat Jenderal Pajak bersepakat untuk membuka data realisasi pajak baik 

sesuai dengan lembar autorisasi pada kuesioner EITI kepada Perusahaan 

Industri Ekstraktif dengan mekanisme permohonan data melalui surat. 

2. Direktorat Jenderal Anggaran bersepakat untuk membuka data realisasi 

penerimaan negara bukan pajak migas dengan mekanisme permohonan data 

melalui surat. 

C. Kesepakatan Laporan Perusahaan melalui format webform kuesioner pada 

Portal Data Ekstraktif 

1. Dalam Portal EITI juga disepakati akan ditambahkan modul untuk input 

webform kuesioner Perusahaan untuk menggantikan proses pengiriman 

kuesioner melalui email secara manual. 



2. SKK Migas juga bersepakat untuk tetap melakukan proses verifikasi data 

kuesioner Perusahaan (KKKS) melalui mekanisme webform kuesioner. 

Mekanisme teknis terkait hal tersebut akan dibahas dalam rapat teknis 

bersama Divisi Teknologi Informasi SKK Migas. 

3. Jenis PPh Badan yang dilaporkan dan disepakati untuk Industri Ekstraktif 

adalah PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 

4. Untuk lembar otorisasi yang akan dikirimkan ke perusahaan pada webform 

kuisioner telah disepakati perbaikan redaksional teks serta disediakan fitur 

upload kebutuhan dokumen sesuai dengan ketetentuan permintaan data di 

Ditjen Pajak Kemenkeu 

 

D. Kesepakatan terkait data Social Social Expenditure, Retribusi Daerah dan 

Quasi Fiscal 

1. Data CSR tetap akan dilaporkan dalam proses validasi dengan justifikasi yang 

telah disepakati bersama 

2. Data Retribusi Daerah disepakati untuk tidak dilaporkan karena nilainya masih 

belum bdapat dipisah antara retribusi daerah dari sektor industri ekstraktif dan 

non industri ekstraktif. 

3. Data Quasi Fiscal tetap akan dilaporkan dalam proses validasi dengan 

justifikasi yang telah disepakati bersama 

  



Minute of Meeting: 

Waktu Kegiatan/ Diskusi 

09:20 – 
09:30 

Pembukaan 

• Sambutan dari Bapak Agus Cahyono Adi selaku Ketua Sekretariat 
Forum MSG EITI Indonesia 

• Sambutan dari Sekretaris Jenderal KESDM, selaku Ketua Forum 
MSG EITI Indonesia yang dibacakan oleh Bapak Achmad Syachroza, 
Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 

 

09:30 – 
09:57 
 
 
 
 
09:58 – 
10:09 
 
 
 
 
 
10:10 – 
10:30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paparan  
Materi paparan seperti terlampir: https://bit.ly/3rJg2oI  
 
Penyampaian Pelaksanaan EITI Indonesia oleh Bapak Agus Cahyono Adi 
(Kapusdatin ESDM) 
 
Pemaparan perkembangan Portal Data Industri Ekstraktif oleh Bapak Catur 
Budi (Koordinator Kajian Strategis Pusdatin ESDM) sekaligus demonstrasi 
portal data EITI Indonesia: 

• Harapan untuk pemanfaatan portal secara maksimal. 

• Portal sudah disampaikan di forum MSG sebelumnya di Riau dan 
Jawa Timur 

 
Pemaparan terkait: 
Kebutuhan Data yang belum Tersedia di dalam Portal oleh Bapak T. 
Pandhu Baskoro (Kajian Strategis ESDM). 
 
Mekanisme Penyampaian Laporan Perusahaan melalui format webform 
kuesioner pada portal EITI. 

• Kesepakatan yang dicapai dari rapat ini akan menjadi landasan untuk 
pelaporan EITI berikutnya 

10:30 – 
12:02 

Diskusi/ tanggapan terkait kebutuhan data dan mekanisme penyampaian 
laporan perusahaan: 

1. Bapak Hendra dari DJP menyampaikan bahwa DJP telah menanggapi 
surat yang berisi permintaan data dari Pusdatin ESDM (per 3 Juli 
2023). Akses data melalui sistem ke sistem perlu dilakukan dengan 
perjanjian Kerjasama (PKS) antara DJP dan Setjen ESDM. Sifat 
perjanjian kerjasama adalah mutualisme, saling keterbukaan data 
antara DJP dan KESDM. 

2. Dari PT Freeport, concern data pajak yang diotorisasi direktur, adalah 
data yang akan menjadi sangat sensitif. Tindak lanjut atas data nama 
perusahaan dari PT Freeport yang masih redundant.  

3. Dari tim keuangan Mind.ID, menyampaikan  perlunya disosialisaikan 
dasar hukum bagi Perusahaan untuk membuka data transaksi. 

https://bit.ly/3rJg2oI
https://eiti.abhimantra.co.id/


Jaminan keamanan dan kerahasiaan data yang dibuka oleh para 
pengusaha. 

4. Tanggapan dari Pusdatin ESDM bahwa data-data yang ditampilkan di 
dalam portal adalah data terbuka yang tidak dirahasiakan. Untuk data 
pajak sendiri, DJP sangat menghormati kerahasiaan data. Informasi 
yang ditampilkan dalam Portal EITI pada dasarnya tidak diambil dari 
dokumen yang sifatnya rahasia dan Portal EITI ini bertujuan untuk 
dapat dikonsumsi publik.  

5. Tidak semua badan usaha khususnya sektor Minerba yang akan 
diminta untuk ikut serta dalam melaporkan datanya namun Sekretariat 
memberikan ambang batas yaitu badan usaha yang berkontribusi 
sebesar 95% dari total penerimaan negara. Namun jika ada badan 
usaha yang secara sukarela ingin melaporkan datanya, sekretariat 
EITI akan mempersilahkan.  

6. Tanggapan dari Pusdatin ESDM, penekanan kembali esensi dari 
pelaporan EITI yang sifatnya voluntary dan menyampaikan 
transparansi pendapatan industri ekstraktif kepada masyarakat.  

7. SKK Migas menyetujui dan mendukung satu data pada portal EITI. 
Meminta arahan kepada DJP dalam hal implementasi keterbukaan 
data-data pajak pada sektor migas. Data perpajakan/ non perpajakan 
dari sektor migas merupakan data yang memiliki hak akses terbatas. 
Hal ini berhubungan dengan kemudahan investasi, kepastian hukum 
dan persaingan usaha. Perlakuan untuk data di sektor migas akan 
sama dengan data sektor minerba yaitu berdasarkan lembar otorisasi 
yang telah disetujui badan usaha.  

8. Kesepakatan mekanisme Penyampaian Laporan Perusahaan melalui 
format webform kuesioner pada Portal EITI  

▪ Approval Data dan account user untuk Badan Usaha  
▪ Record Data Transaksi dilaporkan secara agregat per bulan 
▪ Perbaikan redaksional lembar otorisasi (waiver) data pajak dan 

penandatangan → Redaksional pada lembar otorisasi tetap 
menggunakan format yang lama yaitu dengan menuliskan 
nama setingkat direktur sesuai dengan yang terlampir di dalam 
akta pendirian badan usaha/dan atau revisinya.  

▪ Jenis PPh Badan yang akan digunakan (PPh Pasal 25 dan PPh 
Pasal 29) 

9. BPS untuk menyampaikan kaidah dasar untuk membuka data kepada 
publik. Data yang disampaikan kepada publik adalah data yang 
teraudit. 

10. Penyampaian PNBP nasional sudah ada bahkan transaksional setiap 
harinya namun untuk PNBP per badan usaha hanya bisa disampaikan 
per tahun karena masih banyak komponen pengurangan yang masih 
harus direkonsiliasi.   

11. Publik butuh informasi terkait metode perhitungan penerimaan yang 
selama ini dilakukan oleh pemerintah, Perlu untuk memastikan atribut 



data (metadata) sudah tepat. Sehingga data bisa dimanfaatkan lebih 
luas dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.  

12. Tanggapan mengenai pendetailan informasi dan pengembangan 
portal EITI untuk kaum difabel. Opsi ini akan dikembangkan pada 
tahap berikutnya. 

13. Masukan untuk perbaikan sistem perhitungan PNBP sektor Minerba. 
14. Mekanisme penyampaian  laporan Perusahaan melalui format 

webform kuesioner pada portal EITI, untuk data migas akan 
berkoordinasi dengan SKK Migas untuk validasi. SKK Migas 
menyetujui perlunya verifikasi (validasi dan quality/quantity assurance) 
data sebelum dipublikasikan di dalam portal. Hal ini juga berlaku untuk 
sub sektor lainnya.   

15. Dengan adanya portal tidak perlu adanya penyusunan laporan dalam 
bentuk buku. 

16. Agenda pada forum MSG lanjutan sudah tidak perlu lagi membahas 
validasi data namun sudah jauh ke depan yaitu rekomendasi dan 
kebijakan. 

 

13:35 – 
13:50 

Paparan terkait persiapan validasi EITI Indonesia oleh Bapak Catur Budi 
(Koordinator Kajian Strategis Pusdatin ESDM) 
 

13:50 – 
14:45  

Paparan: Pembahasan teknis lainnya oleh Bapak T. Pandhu Baskoro 
(Kajian Strategis ESDM) 

• Kesepakatan terkait Data Social Expenditure 
Kemungkinan-kemungkinan data-data ini akan ditanyakan oleh 
validator 

• Kesepakatan terkait Data Retribusi Daerah 

• Disepakati definisi terkait data Quasi Fiscal 
 
Diskusi/ Tanggapan: 

1. Dari wakil CSO EITI, agar data CSR yang dilaporkan sampai ke level 
outcome. 

2. CSR tetap untuk dilaporkan, perlu dilakukan pengecekan data terkait 
detil CSR yang dilaporkan 

3. Kesulitan untuk memisahkan data retribusi daerah mana yang dari 
retribusi industry ekstraktif mana yang bukan. 

4. CSR masih perlu ditampilkan walaupun ada beberapa data yang 
belum lengkap. Grouping dalam CSR dalam pelaporan EITI 
sebaiknya diinventarisir ulang. Untuk data retribusi daerah masih 
harus ditampilkan namun tidak perlu dijadikan faktor untuk penilaian 
validasi. 

5. Perlu melakukan workshop untuk mengetahui metode validasi pajak 
daerah yang dibayarkan oleh badan usaha. Harapannya terjadi 
transparansi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan 
usaha. 



14:45 – 
15:00 

Paparan oleh Bapak Catur Budi (Koordinator Kajian Strategis ESDM) 

• SK Kelembagaan Sekretariat Forum MSG (Usulan Keanggotaan) 

• Laporan Hasil Pelaksanaan EITI Global Conference 2023 

• Rencana Kegiatan Mission EITI International (Pre-Validation dan 
Opening Extractive) 

 
Tanggapan dan rencana tindak lanjut: 

• Penyelenggaraan workshop/ seminar bertepatan dengan Hari 
Pertambangan Nasional 

• Penyelenggaraan workshop pengisian template validasi dengan 
masing-masing stakeholder. 

Dokumentasi Kegiatan 

 

 



 

 

 

 

 

 



Daftar Hadir Offline 

 



 

 

 

 



 

  



 



Daftar Hadir Online 

Email Address Nama Instansi/Unit/Lembaga Jabatan 

iin.kurniati@kemenkeu.go.id iin kurniati 
Kementerian Keuangan, Biro 
Komunikasi dan Layman 
Informasi 

Pelaksana 

mouna@pwypindonesia.org 
Mouna 
Wasef 

PWYP Indonesia 
Kepala Divisi Riset 
dan Advokasi 

maya.trisnawati@pttimah.co.id Maya Trisna PT Timah Tbk Staf GCG 

christine.elizabeth@esdm.go.id 
Christine 
Elizabeth 

Pusdatin ESDM Analis Kebijakan 

ahmads@pttimah.co.id 
Ahmad 
Syahfriadi 

PT TIMAH Tbk 
Kabid Perpajakkan 
dan Aktiva Tetap 

vonymela@esdm.go.id vony pusdatin esdm statistic 

alif.jayadi@esdm.go.id Alif Jayadi Sesditjen Migas 
Analis Data dan 
Informasi 

shofa.amalia@esdm.go.id Shofa Amalia Ditjen Minerba 
Analis Program 
Minerba 

hendra.sinadia@gmail.com 
Hendra 
Sinadia  

APBI-ICMA  Direktur Eksekutif  

gamnapitupulu@bukitasam.co.id 
Grace 
Napitupulu 

PT Bukit Asam Tbk Penghubung Investor 

yn.yn_ferdy@yahoo.co.id 
Siti Masitah 
Handayani 

DBP - PP 
Analis Program 
Minerba 

ahmad.syauqi@esdm.go.id 
Ahmad 
Syauqi 

Inspektorat Jenderal KESDM Auditor Ahli Madya 

irazi@bpma.go.id Ilham Al Razi BPMA 

Staff Utama Bidang 
Pelaporan Keuangan 
KKKS, Evaluasi FQR, 
dan Aset 

kelinci.indah@gmail.com 
ROCKY 
RAMADANI 

EITI INDONESIA / FKPMR 
Wakil Masyarakat 
Sipil 

marjoljn.wajong@ipa.or.id 
Marjolijn 
Wajong 

IPA 
DIREKTUR 
EKSEKUTIP 

djirawan@bukitasam.co.id 
Dwi Jayanti 
Irawan 

PT Bukit Asam Tbk Penghubung Investor 

azizrokum@gmail.com 
Hibatul Azizi 
Ramadhan 

Kementerian Keuangan/Biro 
Hukum/Bagian Hukum 
Kekayaaan Negara dan 
Informasi Hukum 

Pelaksana 

diki.hakim@esdm.go.id 
Diki Rahman 
Hakim 

Direktorat Pembinaan Program 
Minerba 

Perencana Muda 

wahyu.yudhiastuti@esdm.go.id 
Wahyu 
Yudhiastuti 

Ditjen Migas 
Analis Perencanaan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan 

Hendra.sinadia@apbi-icma.org 
Hendra 
Sinadia 

APBI-ICMA Direktur Eksekutif 



heningmaiyah@gmail.com 
Yusnita Ike 
Christanti 

IDEA Yogyakarta 
Perwakilan CSO pada 
Forum MSG EITI 

tedy.syaputra@kemenkeu.go.id 
Tedy 
Syaputra 

Direktorat Potensi, Kepatuhan, 
dan Penerimaan Direktorat 
Jenderal Pajak 

Pelaksana 

wyuliastuti@bukitasam.co.id 
Weny 
Yuliastuti 

PTBA 
Pembina Lingkungan, 
Sosial & Ekonomi 

 

 


